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a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang profesionaI, berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif;

b. bahwa demi terlaksananya tujuan dan sasaran
kinerja organisasi dan memperjelas peran, hasil dan
tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daIam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 1820);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 ten tang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja rnenjadi Undang-Undang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6779);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6264);

13. Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6340);
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Menetapkan: PERATURANBUPATITANAHLAUTTENTANGPENGELOLAAN
KlNERJAPEGAWAlAPARATURSIPILNEGARA.

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berits Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk HuJrum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen
Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1252);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020
tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor2S);

IS. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerab Kabupaten Tanah Laut Tabun
2022 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Tanab Laut Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugaas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2021 Nomor 118);
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Dalam Perotumn Bupatl inl yang dlmnksud dengnn:
1. Daerah ndalah Kabupaten Tnnnh Lout.
2. Bupati adalah Bupati Tnnnh Lout.
3. Perongkat Daernh ndnlah unsur pernbnntu Bupntl don Dewun Perwnkilnn

Rakynt Daerah dnlam penyelenggnrnnn Unison Pemerintnhon ynng
menjadi kewenangan Daemh

4. Badon Kepegawalan dan Pengembnngon Surnber Dnyo Monusill, yang
selanjutnya disingkat BKPSDM, ndnlnh Bndnn Kepegnwnlnn don
Pengembangan Sumber Dayn Mnnusln Knbupnten Tonoh Laut.

5. Pegawal Aparatur Slpll Negara yang sclnnjuLnyodisebut pegnwnl, udnlnh
pegawai negeri sipiJ dan pegawui pernerintnh dengon perjnnjlnn kerjo yang
diangkat oleh pejabot pembina kepegowoion don dlsernhl tugns dulnm
suatu jabatan pemerintnhnn atau dlsernhi tugna negnrn lolnnyo don
digaji berdasarkan peraturan perundang- undnngan.

6. PegawaJ Negeri SlpU yang selanjutnyo dlslngkat PNS, odoloh wargn
Negara Indonesia yang memenuhi syorat tertentu, dlangkat sebngni
Pegawai Aparatur Sipil Negara secarn tetap oleh Pejobat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki .Jnbntnn Pemerintnhnn.

7. Pegawai Pernerintah dengan Perjanjion Kerja yong selOJ\!utnyo dlsebut
PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi synrut tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerjo untuk jongka wnktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahnn.

8. Unit Kerja adalah satuan organisasl dnlam Inslansi Pernerintnh yung
dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimplnon linggi, ntau yang
setara.

9. Pejabat yang berwenang yang selonjutnyo disebut PyB, ndalnh Pejnbnt
yang mernpunyai kewenangan melaksanakan proses pengnngkntnn,
pemindahan dan pemberhenlian pegawni Aporotur Sipil Negoro setmal
dengan ketentuan peraturan perundang-undnngan.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnyo disingkot PPK, ndalnh
Pejabat yang mempunyai kewenangan menetopkon pengnngkntnn,
pemindahan, pernberhentian, don pembinoon MannJemen PNS dl
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupalen Tnnah Lout eeeual dengon
ketentuan peraturan perundang-undengan.

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selnnjutnya dlslngknt SKP, ndnlnh
ekspektasi kinerja yang akan dlcapai oleh pegnwoisetlnp tahun,

12.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut ekspektnsi ndnlah harnpnn
atas hasil kerja dan perilnku kerja pegnwal.

13.Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yong
diberikan atas kinerja pegawai.

14. Evaluasi Kinerja Periodik Pegnwai adalah proses dirnana Pejnbat Penilnl
Kinerja rnereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegnwnl
selama bulan an atau triwulanan dan menetapkan predlkat kinerjo

Pasnl 1

BAB(
KETENTUANUMUM
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(1) Pengelolaankinerja pegawaiterdiri atas:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja;
c. penilaian kinerja; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

(2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi penetapan dan klarifikasiEkspektasi.

(3) Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja sebagaimana

Pasal5

Pengelolaankinerja Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditujukan
bagi:
a. PNS;dan
b. PPPK.

Pasal4

Pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilaksanakan dengan berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pegawai;
b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
c. dialogkinerja yang intens antara Pimpinandan Pegawai;
d. pencapaian kinerja organisasi; dan
e. hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.

Pasal3

Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai;
b. penguatan peran Pimpinan; dan
c. penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan pegawai, antar-pegawai

danantara pegawaidengan pernangku kepentingan lainnya.

Pasal2

BAB II
PENGELOLAANKINERJA PEGAWAI

periodik Pegawaiberdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
15.Pcjabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan.

16.Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit
organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik
kinerja (outcome/outcome antara/ output/layanan), dan/atau pejabat
lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan
khusus.
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(1) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimakaud dalam Pasal
6 ayat (3)dilakukan dengan mengacu pada:
a. perencanaan strategis;
b. perjanjian kinerja Unit Kerja;
c. organisasi dan tata kerja;
d. rencana kinerja Pimpinan;
e. kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan Pegawai; dan
f. prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi/Unit

Kerja/Pimpinan.

Pasal 7

(1) Perencanaan kinerja terdiri atas:
a. penyusunan SKP;dan
b. Penetapan SKP.

(2) Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada nynt (I)
huruf a, Pimpinan dan pegawal melakukan dialog kinerja untuk
penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.

(3) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2)merupakan proses untuk menentukan:
a. rencana kinerja, yang terdiri atas:

1. rencana hasil kerja Pegawai beserta ukuran
keberhasllan/Indikator kinerja individu dan target; dan

2. perilaku kerja Pegawaiyang diharapkan;
b. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai;
c. skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai;dan
d. konsekuensi atas pencapaian kinerja Pegawai.

(4) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi untuk penyusunan SKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak penyusunan
rancangan perjanjian kinerja Unit Kerja.

(5) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dltuangkan dafam dokumen SKP.

Pasa16

BAB III
PERENCANMN KlNERJA

dimaksud pada ayat (11 huruf b, mellputi:
n. pendokurnentasian kinerja;
b. pemberian Umpan Balik Berkelnnjutnn; don
c. pengembangan kinerja pegawal.

(4) Penilaian kinerja sebagairnnnn dlmnksud podn nyot (1) huruf 0, mellputl
evaluesi kinerja pegawal.

(5) Tindak lanjut hasil evaluasl kinerja sebngalmnnn dimnksud pndn oyllt (1)
huruf d, meUpuli pemberinn penghurgnnn dan ennksl.

(6) Pengelolaan kinerja Pegawai sebagnirnnna dimnksud pado nyat (I) wl\llb
diterapkan pada setiap Unit Kerja pada Pernngknt Dnernh.
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(1) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf a angka 2, meliputi aspek:
a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;
c. inisiatif kerja;
b. keIja sama; dan
c. kepemimpinan.

(2) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam nilai dasar ASNyang menjadi standar perilaku Pegawai.

(3) Standar perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. berorientasi pelayanan, yang meliputi:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. melakukan perbaikan tiada henti,

b. akuntabel, yang meliputi:
1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,

disiplin dan berintegritas tinggi;
2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. kompeten, yang meliputi:
1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang

selalu berubah;
2. membantu orang lain belajar; dan
3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

Pasal9

\1) Rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
\3) huruf a angka 1, merupakan outcome, outcome an tara , output
dan/ atau layanan yang akan dihasilkan Pegawai.

(2) Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas rencana
hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. kuantitas;
b. kualitas;
c. waktu atau kecepatan menyelesaikan hasil pekerjaan; dan/ atau
d. biaya.

(3) Ukuran keberhasilanj indikator kinerja individu dan target atas rencana
hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dinyatakan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Pasal8

(2) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
penetapan dan klarifikasi Ekspektasi bagi PPPKmengacu pada dokumen
petjanjian ketja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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Skema pertanggungiawaban kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 6 ayat (3)huruf c, terdiri atas:
a. jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja Pegawai dapnt

dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester sesuai
dengan kesepakatan antara Pimpinan dengan Pegawai; dan

b. bukti kinerja yang diharapkan berupa realisasi progres dan realisasi akhir,

Pasal 11

(I) Sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kincrjn Pegnwol
sebagaimana dimoksud dalam Paso! 6 nyat (3) huruf b, paling sedlklt
rneliputi dukungan:
a. surnber daya rnanusia;
b. anggaran;
c. pemlatan kerja;
d. pendampingan Pimpinan; danj atau
e. sarana dan prasarana,

(2) Dalam hal sumber daya yang dibutuhkn.n sebagalmann dimaksud pnda
ayat (1) tidak mencapai kesepakatan atau rnencapai kesepakatan namun
tidak terealisaai, Pimpinan dapat melnkukan penyesuaian Ekspektnsi.

PosnllO

d. hormonls, yang mcllputl:
1. menghnrgnl setlnp omng npupun lntnr belnknngnyn:
~. uka menolong orang lnln; don
3. membnngun llngkungan kc~n ynng konduslf

c. loynl, ynng mcllpuli:
1. mernegang teguh ldeologl Puncnslln, Undung- Undnng Dlllwr

Negnrn Republik lndonesin Tnhun 19"5, 8eliu kepndn NC8"rn
Kosn\ulln Repub\\k Indoneslll 8erto pemortntnhon ynn8 61\h;

2. menjngn nnma balk sesnmu ASN, Pimplnnn, lnetnnsl don
negnrn; dan

3. menjogn rnhnaln jnbatnn dun negnrn.
r. udnptif, ynng meliputi:

\. cepot menyeeuniknn dirt mcnghndopl penlbnhnn;
2. terus berinovnsi don mengembnngknn kreotlvltns: don
3. bertindnk pronktlf,

g. kolnbornut, yong rneliputl:
1. rnernberi kesempntan kepadn berbngni pihok untuk berkontribusl;
2. terbuka dolom bekerjn soma unluk menghosilknn nllol tnmbnh;

dnn
3. menggernkknn pemnnfuntnn berbngnl surnber dnyu untuk ll~unn

bersarna,
(4) Selain perilaku kerjn Pegawnl sebognimnnn dimoksud pnda nynt (3),

Pimpinnn dnpat menetapknn Ekspcktnsi khusue ntl\S pcrilnku kerjn
pegawai didasnrkan pads nilal dasnr ASN.
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Setelah SKPditetapkan, setiap Pegawai wajib menyusun:
a. jadwal rencana kinerja (timeline) selama 12 (dua belas) bulan dengan

Pasall5

(1) Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan klarifikasi
Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal7.

(2) Pelaksanaan reneana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didokumentasikan seeara periodik.

(3) Periode pendokumentasian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)meliputi:
a. harlan;
b. mingguan;
e. bulanan;
d. triwulanan:
e. sernesteran;dan/atau
f. tahunan,

(4) BKPSDM menetapkan periode pendokumentasian kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disesuaikan dengan periode evaluasi
kinerja Pegawai.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal14

BABIV
PELAKSANAANDAN

EVALUASI KINERJA PEGAWAI

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan paling
lambat akhir bulan Januari.

(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikernbangkan sesuai hasil
Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di tahun berjalan kepada
Pegawai.

(3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) ditandetanganl
oleh Pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 13

Konsekuensi alas pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 6 ayat (3) huruf d, dapat berupa kesepakatan mengenai:
a. konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja pegawai mcmenuhl

Ekspektasi Pimpinan; dan
b. konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja pegawai tidak memenuhi

Ekspektasi Pimpinan.

PasaJ 12
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(1) Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal16 ayat (1),Pimpinan dapat mengetahui Pegawaiyang:
a. menunjukkan kemajuan kinerja; atau
b. tidak menunjukkan kemajuan kinerja.

Pasal19

(1) Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1)terdiri atas:
a. umpan balik berkala; dan
b. umpan balik yang bersifat insidentil.

(2) Pimpinan wajib memberikan umpan balik berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)sesuai kesepakatan dengan Pegawai.

(3) Selain umpan balik berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pimpinan dapat memberikan umpan balik yang bersifat insidentil.

(4) Rekan kerja setingkat, Pegawai di bawahnya, atau pihak lain yang
berhubungan dengan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2)dapat memberikan umpan balik berkala atau umpan balik yang
bersifat insidentil.

Pasal18

(1) Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16ayat (1)dilakukan oleh Pimpinan.

(2) Selain dilakukan oleh Pimpinan, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan oleh:
a. rekan kerja setingkat;
b. Pegawaidi bawahnya; atau
c. pihak lain yang berhubungan dengan kinerja Pegawai.

Pasal17

(1) Terhadap pelaksanaan reneana kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dalam
bentuk pengamatan dan pemberian Umpan BalikBerkelanjutan.

(2) Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan seeara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

(3) Seluruh Umpan Balik Berkelanjutan yang diterima Pegawai secara
langsung dan/ atau tidak langsung dituangkan dalarn rekaman informasi
Umpan BalikBerkelanjutan.

Pasal16

.-
menentukan durasi waktu pengerjaan, bulan pelaksanaan, tipe aktivitas,
dan pola penugasan; dan
rencana aksi dari setiap rencana kinerja.
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Bagian kedua
Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai

(I) Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja melakukan
evaluasi kinerja Pegawai.

(2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. hasil kerja; dan
b. perilaku kerja Pegawai.

(3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai; dan
b. evaluasi kinerja tahunan Pegawai.

Pasal21

Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c
terdiri atas:
a. bimbingan kinerja; dan! atau
b. konseling kinerja.

Pasal20

(2) Oalam hal Pegawai menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dapat memberikan:
11. apresiasi;danjatau
b. penugasan baru.

(3) Dalam hal pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan dapat:
a. melakukan penyesuaian Ekspektasi;
b. melakukan penyesuaian dukungan sumber daya; dan! atau
c. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja.

(4) Penyesuaian Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

(5) Penyesuaian dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi
sebagaimana dimaksud dalam PasallO.

(6) Dalam hal telah dilakukan tindak lanjut sebagairnana dimaksud pada ayat
(3) dan Pegawai tetap tidak menunjukkan kemajuan kinerja, Pimpinan
dapat mengambil alih rencana hasil kerja Pegawai.

(7) Terhadap rencana hasil kerja Pegawai yang diambil alib sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pimpinan memberikan catatan bahwa pegawai
yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan rencana hasil kerja.

(8) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar
pertimbangan evaluasi kinerja Pegawaioleh Pejabat Penilai Kinerja.

12
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(1) Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal21
ayat (3)huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. menetapkan capaian kinerja tahunan organisasi;
b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan Pegawai

berdasarkan capaian kinerja organisasi tahunan; dan
c. menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai dengan

mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja
organisasi.

(2) Penetapan capaian kinerja organisasi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal24

Paragraf2
Evaluasi KinerjaTahunan Pegawai

(1) Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai dan tahapan penetapan predikat
kinerja periodik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf c dituangkan dalarn dokumen Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.

(2) Pejabat Penilai Kinerja dapat memberlkan catatan dan/atau rekomendasi
atas predikat kinerja periodik Pegawai pada dokumen Evaluasi Kinerja
Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemberian catatan dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja periodik
Pegawai pada dokumen Evaluasi Kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk perbaikan pada
periode berikutnya.

Pasal23

organise si.
(2) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan secara:
a. bulanan; atau
b. triwulanan.

(3) BKPSDMmenetapkan periode evaluasi siklus pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan eapaian kinerja organisasi periodik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja Pegawai.

dengan
kinerja

Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagairnana dimaksud da1am Pasal 21
ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
B. menetapkan capaian kinerja organisasi periodik;
b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai

berdasarkan capaian kinerja organiaasi periodik; dan
c. menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai

mempertimbangkan kontribusl kinerja Pegawai terhadap

Pasal 22
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Keberutan 8cbllgoimnna dimakeud dnlam Paeal 26 huruf b, dapat diajukan
oleh Pegawnl dlsertai ulasnn keberatan alas hasil evaluasi klnerja Pegawai
kepada ntnsnn dnrl Pejabat Penilni Kincrjo.

rOIJnl28

(I) Pcloporon klnorjn Pogowol IloiJogolmono dlmuknud dnlam PtllJllI 26 huruf a
dllnkuknn secom berjenjnng oloh POJObOlPonllol Klncrjo kepadu PyB atau
Plmplnnn Unlt Kcrjn ynng membldongl kepcgnwnlnn.

(2) Peloporun klncrJo Peguwnl ecbogolmnnn dlmnksud pnda ayot (1)
dlenmpnlkun dnlnrn bentuk dokumen Evuluo81 Klnerjo Pegawal yang
mellputl EvnlulllJl KlnerJa Periodlk Pegnwal don dokumcn Evaluae] Kinerjo
Tnhunnn Pegnwnl eebagalmnna dlrnnksud dnlarn Pasal 23 dan Posal 25,
dllornplrl dengan:
n, SKP; don
b. hostl evnlunsl klnerja Pegnwal,

POHol27

Tinduk IIIIIJut IIfH:t1lOVllllllIlI1Iclnorjll tlObllHlllmflflll dl"lIIlcttud clllillm PfHtfll G
huruf d lordlrl 01011:

II. peluporun klnerjn I'ogllwnl;
b. koberntnn:
c. pemerlngkntnn IdnorJo Pegnwnl:
d. pOIlShol'gflllll; dun
e. snnksl.

PIIIIIII 2

OAn VI
'l'INDAI( IA\NJU'r IIAAII, (WAI.UAAI KINII.rtJA

l\\ 111111\\ nVlllul\lI1 ktn rJII 11I1I"nllll I'Cjj{IIWIlI ""rl 11111111)1111pi 1I01llPlll1 prr:dIIclI1
Idllmlll 11111\111111\ PejJ.llw" 1 tItlb"Kllhllllllll dlllllll("IIII ellIllIlII 1'1111111~~ "YIII III
h\l!'\lf ( ,lIlllllll~lulII ,1,,111111"olcumo!) OVllhllltillcllltl JII mhunnn I' jlJlWlI1.

t'~\ "~lIhl\\ P n\\l\\ \(II\'H'jf\ <InpM '" fnh I'Ilum 1\1111111).11111/11111\1 ",kfllOnnellltl'
11111 prcdlklll 1<1110'10 porioclIl< P ~"wlIl pndn clolHlll101l tlVllhllUl1 kl""rJ"
IlIhulIlIlI l'o~lIwlIl tlobnKCllnlllnll dllllllictlucl p"clll uynt (I),

P) I'omhol'llll\ 0111(111111 CIIlIl/11111\1 ro 1<0111011ci II til IItlllt proclllclil IdllorJn porlodlk
PORI,wfli plI(llI dokumen (lvnlulitli Icll",rjll olen PnJllhfll Pnnlll1l Kln"rjn
I\\lbl\Kl\lml\l\1\ (\\"'1\1(1\\111 1111dll uylll (2) cllllllmknn \lntllk I~rhlllk"n plleln
perloue berlku: nyn,
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Pernberinn snnks! kepadn pejnbnt Pirnplnnn llnggl yang tldok memenuhl target
kinerjo berdnsnrknn hasll evnluosl klnerjn pegnwnl sebngnlmnnn dlmoksud
dalarn PRSIlI32 oynt (2), dUoksR1\Rklln dengnn kelent\\{\O sebosni berlkut:
R, Pejnbat Pirnpinnn tinggi ynng tidnk memenuhl tnrget kinerjn yong

diperjanjlkan selarnu 1 (sntu) tahun pndn suntu jobntnn, ynng dlberiknn
penilalan kinerjo yang dlnyntnkan dengnn angkn dan sebumnj predlkat
CUKUP, KURANO atau SANOAT KURANO, nknn dlberiknn kesempatnn
eelamn 6 [enam] bulan untuk memperboiki kinerjnnyn~

b. penilaian kinerja sebagnlmann dlmnksud padn huruf n diberiknn pada

Posal33

(1) Sunksl sebugolmunu tllnmksud dnlnrn P08nl 26 huruf 0, dnpnt diberlknn
kepadn Pegnwnl berdnsorknn hnsll evnluosl klnerjo Pegnwul.

(2) 1'crhndnp pojubl\\ t>implnnn 'Ingsl, pejl\bnl od",ln\6\r061, don pcjobnt
fungslonnl yOllgtldnk mernenuhl tnrget klnerjo berdosnrknn husll evnlunsl
kinerjn Pegawnl sebngulmnnu dlmnksud pndn oyot (1) dnpnt dlkennknn
sanksi udminlstrusl snmpul dengnn pemberhentlun,

(3) Pemberinn snnksl sebognlmnnn dlmuksud pndn oyut (1) dllnksnnnknn
sesul\1 dengnn \((~'el\luon peruturnn perundnng-undnngn«.

Dokurncu evnluus! klnodo PtRuwIII Hcbl\80lml\nn dhnnksud dnlnlll PnKfll 'J.1
uynt (2), dlgunnknn sebngnl dnllol' IlOrnbnynrnn llll\lnn"fll\ klnerjn aesnnl
dCnSl\\\ ke\en\\",n pel'l\l\H'I\\\ ,)el'\",d["'8·\\\\(h"'~lm.

!'''Hol31

(\\ \ ""hl,,~,'rmMU\\R"h\\l\l\I\ {11"",'u\\\(\ ,'"'"m p,,",,\ 'l '\\\F\lr (1, ,1I'I'''t
hCr\lVu:
1\. '}rlorlll\t~\lnl\lk dllkulft rink{\!) tllllnll\ Jl"w'rllT\ ""Iompul< mru ,,,\1\

UkMC, I:
tin"

b. prlol1hu} \"'lltle p~"~tr"b(\I\Sl\l\ \\Ol\\1l \CHlnl.
(:1) Pemberlau Ilen~hfl('8i\l\1\ (\If"~"""II ov"hlflltl l<lnt'l~1\f'tN",v,,1 tlllnlumnnlUln
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Mekanisme pengajuan keberatan Pegawai atas hasil evaluasi kinerja dari
PejabatPenilaiKinerjadilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keberatan diajukan beserta alasan-alasannya kepada atasan Pejabat

PenilaiKinerja seeara berjenjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja

Pasal35

BAH VII
KEBERATANATASHASILEVALUASI

Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi target
kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai sebagalmana dimaksud
dalarn Pasal32 ayat (2),dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berlkut:
a. Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang mendapatkan penilaian

kinerja yang dinyatakan dengan angka dan sebutan/predlkat KURANG
atau SANGATKURANGdiberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan
untuk memperbaikikinerjanya;

b. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan pada
kondisi normal dan tidak ada kondisiforce majeur;

c. dalam hal pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada huruf a, tidak menunjukkan perbaikan kinetja, maka PNS
yang bersangkutan harus mengikutiuji kompetensi kembali;

d. berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat
administrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar
kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang
lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang
dimilikiatau jabatan lebih rendah yang lowong,pejabat administrasi atau
pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditempatkan
sementara pada jabatan terlentu dalamwaktu paling lama 1 (satu) tahun;
dan

f. dalam hal setelah 1 (satu) tabun sebagaimana dimaksud pada huruf f,
tidak tersedia lowonganjabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat
administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan
denganhormat.

Pasal34

kondisi normal dan tidak ada kondisi force majeur,
c. dalam hal pejabat Pimpinan tinggi sebagaimana dirnaksud pada huruf a,

tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan
hams mengikuti uji kompetensi kembali; dan

d. berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dirnaksud pada huruf c,
pejabat Pirnpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan
yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja
Pegawai pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

(3) Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal37

BABIX
PENGAWASAN

(1) Pengelolaan kinerja Pegawaidilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai.
(2) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alur

proses dan format pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

(3) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan
oleh BKPSDM.

(4) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi
dengan platform tunggal pengelolaan Pegawai.

Pasal36

BAB VIII
SISTEMINFORMASIKINERJAPEGAWAI

sejak diterimanya dokumen evaluasi kinerja Pegawai,

b. Atasan Pejabat Penilai Kinerja melakukan pemeriksaan dengan seksarna
atas pengajuan keberatan has it evaluasi kinerja Pegawai.

c. Pemeriksaan terhadap hasil evaluasi kinerja Pegawai dilakukan dengan
meminta penjelasan Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai yang
bersangkutan.

d. Atasan Pejabat Penilai Kinerja dapat menetapkan keputusan atas
pengajuan keberatan yang sifatnya menguatkan atau mengubah hasil
evaluasi kinerja Pegawai.

e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus ditetapkan oleh
atasan Pejabat Penilai Kinerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
pengajuan keberatan diterima.

f. Dalam hal atasan Pejabat Penilai Kinerja pada keputusannya mengubah
hasil evaluasi kinerja Pegawai, maka atasan Pejabat Penilai Kinerja
dimaksud memberikan rekomendasi baru pada dokumen evaluasi kinetja
Pegawai.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 41

BABXlII
KETENTUANPENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berJaJru, maka :
a. pelaksanaan dan evaluasi kinerja ASN yang telah dilakukan sebelum

ditetapkan Peraturan Bupati tetap berlaku;
b. pelaksanaan dan evaluasi kinerja ASN setelah ditetapkan Peraturan

Bupati, wajib rnendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

BABXII
KETENTUANPERALIHAN

Format mengenai Perencanaan Kincrja Pegawai, Pelaksanaan, Pernantauan
dan Pernbinaan Kinerja Pegawai, Penilaian Kincrja Pcgawai, Pclaporan Kincrja
Pegawai dan Keberatan Pegawai atas Hasil Evaluasi Kincrja Pegawai
tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

BABXl
KETENTUANLAIN

(1) Cam kerjn don hubungan tlltu kerjn Pegowtll dillam Icornnglcu pcngelolilon
kinerjn Pegawnl dllnksnnuknn rnelnlul suntu slstem ker]n,

(2) Sistem kerju sebngnlrnnnn dlrnnksud podo nyot (J), terdlri otlJH:
o. poln penugnsnn untuk pcnetnpnn don kluriflkual EkspoktLl!,1

sebngnlmann dlmnksud dolom Pasnl 7;
b. polo peluporan untuk pernnntaunn klnerja Pegawnl dan pcmberlan

Umpon Bnlik Berkelanjutnn sebngnirnnnn dlmaksud dalnm PosoJ 16
ayot (1); don

c. polo evnlunsl kinerjn Pegnwnl sebngnlmnnn dlmnksud dalnm Posnl 22
don Posol 24.

(3) Ketentuan lebih lonjut mencgennl sistcm kerjn sebagalmuna dlrnaksud
pada nynt (I) dan nyat (2) diatur dcngan Pernturan Bupatl tersendlri yang
berpedoman pndn ketentuan peraturan perundang-undnngnn.

P06ul38

0/\0 X
SISTEMImRJ/\
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Dipindai dengan CamScanner

BERlTA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 4-.~

M. FARlED WIDYATMOKO

Diundnngkan di Pelaihari
pada tanggal c Aj4v') ~()1f

PJ. SEKRETARIS DAERAH
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K~PQ'(\ SKPD

Agnr setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Bupnti ini dengnn penempatannya dalarn Bento Daerah Kabupaten Tanah
Lout.

Dltetapkan di Pelalhari
pada tanggal $' AJlJr/{I\ ')cJ!r
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